
-- 

BERITA DAERAH 

KABUPATEN 'TAPANULI TENGAH 

JUPATI TAPANULI TENGAH 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERAT'URAN BUPATI 'TAPANULI TENGAH 

NOIOR 1 8  TAHUN 2022 

T E N  T A N  G  

PRUBAHAIN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH 

NOIOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAIN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

Menimbang : a .  bahwa berdasarkan ke ten tuan pada Bab VI huruf D butir 

I  pon e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 t e n t a n g  Pedoman Tel:mis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pergeseran anggaran y a n g  t i d a k  

menyebabkan perubahan APBD yang di lakukan sebelum 

perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan 

perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih d a h u l u .  

Ke t i ka  perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran 

tersebut di te tapkan dalam Perkadn perubahan 

penjabmran APBD, 

b.  bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab V I  huruf D butr 

l po in  h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 t en tang  Pedoman 'Teknis  

Pengelolaan Keuangan Daerah ,  pada konhsi t e r t e n t  

pergcseran anggaran yang menyebablan perubahan 

A D  dapat  dilakukan scbelum pe ruba han  APD m e l a l u m  

kctetapan epala Daerah dengan h ibe r i t ah ukan  lepad. 

Pimpinan DPRD.  Kondis i  t e r t cn tu  t e s e b u t  dapat  b e r u p a  

konhsi mendesak a tau  perubahan  pr iortas 

pembangunan baik d i  tinplat naso no l  a t a u  daerah ,  

c .  bahwa berdasarkan I n s t r u k s i  Mentet i  Dalam N e g e r  

Repubhk Indonesia Nomor 3 1  T a h u n  2 0 2  t e n t n n g  

Penanganan Wabah Penyakt M u l u t  d an u k u  S e r t  

Kesiapan Hewan Kurban Menjwlang H a r  a v .  l d n l  A h  

1 4 4 3  H ,  

Dipindai dengan CamScanner 
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A t s  Peratran. B u p a t .  'ornor 4 5  

Penjab:ran Anggaran Pendapata1 
Tahun Angara: 2022 ,  

1  Pasal 1 8  a a t ( 6  Undanr Undang D 

I ndones :a  Tahun 1 4 5  

1 9 7  7  Undang -Undang 2 

Pembrntukan D a e r a h  O1norm 
dalam Lmngkungan Darrah 

(Lembaran ' iegara Repubhk I n d o n e si a  

iomor 58, Tarbahan Lrmbaran 'iegara 
Indonesia Nomor 1 092;  

3 .  Undang-Undang oaor 1 7  Tahun 200 3  ten ng 
Keuangan iegara {Lem.baran iegara Prpublk I n r' r e s  a  

Tahun 203 ' o r  4 7 .  Tabahan 

Republ ik  I n d o n e s i a  omor 4 2 8 6  sebagammana t e !  h  

diubah beberapa kal terakhir dengan Lnd=ng-Und ng 
iomor 7 Tahun 2 0 2 1  tentang Harmon sas P e r u :a n  

Perpajakan (Lembaran ' iegara Pepublik !ndones:a Tahun 
2 0 2 1  Xomor 2 4 5 ,  Tambahan Lembaran Negara R+ p u b k  

I  
'  .. .  6 - -, r, )  naonesia . s omor  1  

Tahun 20+ 

e p u b l !  

i e r  ' n  ' .  

euangan Antara 

Darrah (Lrmharan 

4 U n d an g - U n d an g  iomor 
Perbendaharaan 'Negara [Lembaran Negara 
I ndones ia  Tahun 2004 omor 5 .  Tamb. han Lem ± ra n  
'iegara republ ik  Indones ia  Nomor 4 3 5 5 ;  sch 

telah d iubah beberapa kal terakhIr den 
Undang oror 7 Tahun 2 0 2 1  te; 
Peraturan Perpajakan t lembaran ' e a: ra  

I ndones ia  Tahun 2 0 2 1  iomor 2 3 6 ,  Tam.b 

Negara Republ ik  I n d o n e s i a  iorcr 6736 
5.  Undang - Undang iomor 2 3  Tahun 

Pemenntahan Daerah i L e m b: r a n  
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 2 4 4 .  Tam.b h a n  

Negara Republk Indonesia 
te lah diubah beberapn kal 

U n d a n g  Nomo 1  T a h u n  2 0 2 2  

2022  omor 4 ,  Tanhahan 

I ndones ia  oror 6 7 5 7 ¢  

6  Lndang  U n d a n g  i o m o ;  T h o ·  
H u b u n a n  h eu a n g a n  n t a n n  P r r r r n l  
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Pememnrah Daerah ( l e m b a r a n  Negara Republl  
Indones ia  Tahun  02 Noor 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik I ndones ia  Nomor 6757 ) .  

7 . P e r a t u r a n  Pemerintah Nomor 1 0  Tahun  2000 t en tang 

edudukan euangan epala Daerah dan Wakl epala 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik  I ndones ia  Tahun 
2000 Nomor 2 1 0 .  Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 4028 ) ;  

S. Peraturan Femenn tah  Noor 7 1  Tahun 2 0 1 0  t e n t a n g  

S tandar  Akun tans Pemerintahan [Lembaran Negara 
Repubhk Indo nes ia  Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 2 3 .  T a m b ah a n  

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) .  

9.  Peraturan P e m e n t a h  Nomor 1 S  Tahun 2 0 1 6  tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2 0 1 9  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 S  Tahun 2 0 1 6  tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  

Nomor 1 8 7 ,  Tambahan Lembaran Negara R e p u b li k  

Indonesia Nomor 6402) ;  

I 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 7  tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 106 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057] :  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 8  tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, abupaten, dan ota (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6 1 9 7 ) .  

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 9  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 4 2 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 6322 ) ;  

1 3 .  Peraturan Femerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemuhhan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Mendukung ebijakan euangan Negara 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2 0 1  

( C o d - 1 9 )  d an / a t a u  Menghadapi Ancaman Y a n g  

Membahavakan Perekonomian Nas iona l  d a n / a t u  

Stabil i tas Sistem Keuangan Serta Penye l ama tan  E o n o m t  

Nasional (Lembaran Negara Repubhk  I n d o n e s a  T ahun  

2 0 2 0  Nomor 1 3 I ,  Tambahan Lembaran e g n r a  Re  p u b i s }  

Indonesia N o m o r  6 5 1 4  s w b a g m a n  t e lah dubah dengan 

Peraturan Pemerintah N o m o r  4 3  T ahun 2 0 0  tenran  

Perubahan Ats Peraturan Pemer mn tah  Nomor 23 T I  a n  

2020 tentang Pelaksanaan Program P e m u h i h a n  F o r  
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Nasional Dalam Rangka Mendukung  ebijakn euanan 

Negara Untuk Penangnnan Pandem Corona V i r u s  
Disease 2 0 1 9  (Covid- 19 )  dan/atau Menghadapi  Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonominn Nasional dan/a tau  
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Pe nyelamatan 
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1 86 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6542) ;  

1 4 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2  
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  
Nomor 754) ;  

1 5 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3  
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013  Nomor 1425 ,  Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 90 Tahun 
2 0 1 9  tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenkJatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 

1447 ) ;  

1 6 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7  
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indones ia Tahun 
2 0 1 7  Nomor 1067); 

1 7 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 0 1 9  
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 1 1 1 4 ) ;  

1 8 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona V irus D isease 
2 0 1 9  di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;  

1 9 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 5 8 1 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2 0 2 1  t e n 1 a n g  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu ,  P e r u b a h a n  
Alokasi, dan Pengpunaan Anggaran P e n d a p a t a n  d a n  

Belanja Daerah (Berita Negara Repubhk I ndone s ia  T a h u n  
202 1  Nomor 9 1 0 ) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  77 Tahu  2 0 0  

te ntang Pedoman Teknis Pengelolaan e u a n a n  a s 1 a l  

Dipindai dengan CamScanner 



Menetapkan 

( B e ri t a  Negara R e p u b l i k  I n d o n e s i a  T a h u n  2 0 2 0  Nomor 
1 7 8 1 ,  

2 1 .  P e r a t u r a n  M e n t e ri  Dalam Negeri Nomor 9 T a h u n  2 0 2 1  

tentang Tata Cara Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ,  

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja D a e r a h ,  R a n c a n g a n  
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Darrah (Berita Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2 0 2 1  Nomor 4 3 1 ) ;  
2 2 .  Peraturan M e n t e ri  Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 202 I 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Darah T ah u n  Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2 0 2 1  Nomor 926) ;  

23 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2 0 2 1  

tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasil itas Kesehatan Tingkat 

Pertama Mihik Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 202 1  Nomor 936) ;  

24 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli  Tengah Nomor 5 
Tahun 202 1  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapanuli  Tengah Tahun 2 0 2 1  Nomor SJ; 

25 .  Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 48 Tahun 202 1  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Tapanuli Tengah Tahun 2 0 2 1  Nomor 48) ;  

MEMUTUSKAN :  

:  PERATURAN BUPAT] TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2 0 2 1  TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d e n g a n :  

l .  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kese luruhan  k e g a t a n  v a r  

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. p r n a t a u s a h a a m  
pclaporan, pertanggungjawaban. dan  pengawasan keuanpan d a e h  

2 .  Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang s e l a n u t n a  d n  

APD adalah rencana keuangan t a h u n a n  darrah anp d i t t,  p k :  
dengan Peraturan Daerah 

Dipindai dengan Cam Scanner 



3 Pedoman enyusunan APBD adalah pokok keb i jakan scbngai p e t u n m u  

dan arah bag pemerintahan daerah dalam penvusun an ,  pembahasa 

dan penetapan APBD 

4 .  Pemerintah Daerah adalah Bupat i  Tapanuh Tengah dan Perangka! 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah abupaten 
Tapanuli Tengah. 

5 .  Pemerntah Kabupaten adalah Bupat1 Tapanuli Tengah dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 

6.  Bupati adalah Bupati Tapanul Tengah. 

Pasal 2 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula 
berjumlah Rp 1 . 2 1 0 . 567 . 798.47 6 ,00  bertambah Rp 70 .820 .722.300 ,00  
sehingga menjadi Rp 1 . 2 8 1 . 3 8 8 . 5 2 0 . 7 7 6 , 0 0  dengan rincian sebagai berikut •  

(  1 )  Pendapatan Daerah: 
a .  Semula 
b.  Bertam bah/ (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 

(2) Belanja Daerah: 
a .  Semula 
b .  Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan 

Defisit 

Rp 1 . 1 8 2. 3 5 0 . 7 5 3 . 6 7 1 , 0 0  
Rp 12 .000 .000 .000 ,00 
Rp 1 . 1 9 4 . 3 5 0 . 7 5 3 . 6 7  1 , 0 0  

Rp l .  152 .847 .080 . 458 ,00  
Rp 70 .820.722 .300 ,00 
Rp 1 .223 .667 .802 .  758,00 

(Rp 29 .3 17 .049 .087 ,00 )  

( 3 )  Pembiayaan : 
a. Penerirnaan Pem biayaan Daerah 
1 .  Semula Rp 

2 .  Bertambah/(Berkurang) Rp 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
1 .  Semu la Rp 
2 .  Bertambah/(Berkurang) Rp 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 

2 8 . 2 1 7 . 0 4 4 . 8 0 5 , 0 0  
58.820 .  722.300,00 
87 .037 .767 . 105 ,00  

5 7 . 7 2 0 . 7 1 8 . 0 1 8 , 0 0  
0 ,00 

5 7 . 7 2 0 . 7 1 8 . 0 1 8 , 0 0  

29 .3 17 .049 .087 ,00 

0 ,00 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ,  tercantum dalam bagian v a n  

merupakan bagian ti d ak  terpisahkan dari Peraturan Bupati  i n i  t erd i r i  dam 

1 .  Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklas ifikasi M e m u r u t  
Kelompok, J e n i s ,  Objek, dan Rinian Objek P e n d a p a t a n ,  

Belanja dan Pembayaan; 

2.  Lampiran I I  Penjabaran APBD Menurut  Urusan e m e r n t a h a n  D a h .  

Organisasi ,  Program. egiatan, S u b  e g i a t a n ,  elompok .  
Jen is ,  Objek dan R i n c i na n  O b j e l  P e n d a p a t n n .,  e l j  « d a m  

Pembiayaan; 

t ,  

Dipindai dengan CamScanner 



L 

I . P a s a l 4  ampran sebaga imana te rs e ,,  
.  •  · ra ter s e b u t  d a l a m  P  k;  b  ·.  · J  

terpsahkan dari Perturan p ~ .  'a s a l s  m e r u p a k a n  bagian vang t i d a k  
e  pat i  mi 

Pelaksanaan Perubaha p .. ],  
.. ,  ..  a n  'e n j ah a r a n  A P B D  yang ditetpkan dalam eraturan  ni i tuangkan lebih 1  ··  d l.  .  
,.  Ianjut lalam D o k u m e n  P e l a k s a n a n  Perubahan Anggaran Satuan Kerjn Per J; D j, 

J  ra n gk a t  )aeral sesuai  dengan ketentuan Peru ndang  undangan.  

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatamnya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanul i  
Tengah. 

Ditetapkan di  Pandan 
pada tanggal 1 4  Ju l i  2022 

Pi. BUPATI TAPANULI TENGAH 

ttd 

YETTY SEMBIRING 

Diundangkan di Pandan 
pada tanggal Iy Ju l i  2022 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

< y 
HERMAN SUWITO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2022 N O M O R  1 8  

Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 5 


